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ABSTRAK

Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali
menjadi sorotan setelah dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun
sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Kebijakan legislasi ini menimbulkan
perdebatan publik, khususnya terkait dengan jaminan kebebasan berpendapat
dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji secara kritis pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil
Presiden, baik dari kebebasan berpendapat dan juga implikasinya serta dari tinjauan
siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan filosofis, serta pendekatan keislaman. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan
menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, seperti
undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur fikih dan pemikiran politik
Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, penghidupan
kembali delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP
yaitu perbuatan penghinaan presdien kerapkali menciptakan ketegangan, implikasi
dari perbuatan ini meliputi implikasi hukum, implikasi politik dan implikasi sosial.
Dalam perspektif Islam, khususnya dalam teori siyasah dusturiyah, penghinaan
memang merupakan tindakan tercela yang dilarang, namun Islam tidak menutup
ruang kritik terhadap pemimpin, selama disampaikan dengan adab dan bertujuan
untuk menegakkan kebenaran serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan
demikian, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tetap menjadi prinsip
penting yang harus dijaga, baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam
kerangka nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat; Penghinaan; KUHP; Siyasah
Dusturiyah.



ABSTRACT

The article on insulting the President and Vice President is back in the
spotlight after being reintroduced in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal
Code (KUHP), even though it was previously declared unconstitutional by the
Constitutional Court through Decision Number 013-022/PUU-1V/2006. This
legislative policy has sparked public debate, particularly in relation to the
guarantee of freedom of expression in a democratic state of law. In this context, this
research aims to critically examine the article on insulting the President and Vice
President, both from a positive legal point of view and an Islamic perspective,
especially in the frame of freedom of speech according to the principle of siyasah
dusturiyah.

This research uses a normative juridical method with a statutory approach,
philosophical approach, and Islamic approach. The data collection technique is
done through library research, by examining relevant primary, secondary, and
tertiary legal materials, such as laws, court decisions, as well as figh literature and
Islamic political thought.

The results of this research show that legally, the revival of the offense of
insulting the President and Vice President in the Criminal Code, namely the act of
insulting the President, often creates tension, the implications of this act include
legal implications, political implications and social implications. From an Islamic
perspective, especially in the siyasah dusturiyah theory, insults are indeed a
disgraceful act that is prohibited, but Islam does not close the scope for criticism
of leaders, as long as it is conveyed with good manners and aims to uphold the truth
and realize the public benefit. Thus, protection of freedom of opinion remains an
important principle that must be maintained, both in the national legal system and
within the framework of Islamic values.

Keywords: Freedom of Speech; Defamation; Criminal Code; Siyasah
Dusturiyah.
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MOTTO
“You don’t need to have all the answers to start, you just have be willing to take the

first step”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

Be

Te

es titik atas

Je

ha titik di bawah

ka dan ha

De

zet titik di atas

Er

zet

€S

es dan ye

es titik di bawah
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A. Konsonan Rangkap

de titik di bawah

te titik di bawah

zet titik di bawah

koma terbalik (di atas)

Ge

ef

qi

ka

el

cm

cn

W€

ha

apostrof

ye

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

3

Ditulis

Nazzala

U

Ditulis

Bihinna

B. Ta’ Marbutah diakhir Kata




Bila dimatikan ditulis h

-

4daSa Ditulis Hikmah
dalaally Ditulis Bil-
mashlah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali

dikehendaki lafal lain).

C. Vokal Pendek

Ditulis A
dad Fathah
fa’ala
Ditulis /
X Kasrah )
Zukira
Ditulis U
Ay Dammah
Yazhabu
D. Vokal Panjang
Fathah + alif {
1 Ditulis
pr Fald
Fathah + ya’ mati
) Ditulis Tans
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis

X1




Jaai] Tafsil
Dlammah + wawu mati U
4 Ditulis
Jsal Usil
E. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati Ai
1 Ditulis
a3 az-zuhaili
Fatha + wawu mati Au
o) Ditulis
Al ad-daulah

F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
il Ditulis A’antum
x| Ditulis U’iddat
Al S Ditulis La’in syakartum

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “/”

Ol Al

Ditulis

Al-Qur’dn
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Ditulis

Al-Qiyds

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunaka huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf / (e/) nya.

& el Ditulis Us-Sama’
Cleadd) Ditulis Asy-Syams
H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisnya
a9l 5 Ditulis Zawi al-furid
Luddal Ditulis Ahl as-sunnah

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal

nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal

kata sandangnya,
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Contoh.

B il a8 05 3 ¢ Lmay i

Syahru ramadan al-lazi unzila fihil-Qur anu
J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan

sebagainya.

c. Namun penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
o JM B )S\ i) o

Sl HE Yo gl W AlY ) agd ) cpall gl all ) sl (e uatui 4y 5 Cpalell 0 dll 2aal)
M\de\@b)mysymegﬂ\dyjjbm \Jmu\.l@_&\j‘d

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih

sayangnya, schingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para

sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir yang berjudul “Analisa

Studi Atas Pasal 218 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

PERSPEKTIF Siyasah Dusturiyah” adalah dalam rangka untuk memenuhi dan

melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar magister hukum di Program Studi Hukum

Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai

sebagaimana diharapkan tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materil maupun

moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis hendak menyampaikan rasa terima

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh

kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis

sampaikan kepada:

1.

Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phill., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

XV



. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Ketua Program Studi Magister [lmu Syari’ah, dan Dr. Hijrian
Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. sekretaris Program Studi Magister [lmu Syariah Fakultas
Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Dr. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap
memberikan waktu, tenaga dan pikiran, serta penuh keikhlasan membantu dan
membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.

. Dr. Ach. Tahir, S.H.I.,, LL.M., M.A. dan Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku
penguji sidang munaqgasyah yang telah memberikan saran dalam penulisan tesis ini.

Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Syari’ah.

Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada
penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister [lmu
Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penulis memohon kepada Allah SWT atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari semua

pihak. Jazakumullah khairan katsiran, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat

ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis

ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan

umumnya bagi kita semua. Aamiin...

Yogyakarta, 25 Juni 2025

29 Dzulhijjah 1446 H

Aririn Sagita, S.H

22203011039

XVi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ....cciviiiinenisissnsesssnsessecsessessisasssssesseesees ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS ......ccceecevueenee jii
HALAMAN PENGESAHAN.....ucouiiininitniiinisisscsunssisssssssssssssssisssssssssssssssssssess iv
ABSTRAK ....uuuiricrinicnieiunnenesessnsssssssssssssnens v
ABSTRACT ..uiiiiiicniinninninsennsinssnisiessissesssesssesssessssessssssesssssssasssssssssssssssassssassss vi
MOTTO cuucueeeerrnrnsnrnseesnessesssesssessansssssssessssssasssssssssessassssessassssssssassasssssssssssassssssses vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....cuiiiniiinininenisessisncssesssssssessessessessessssasssssess viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....cuoiviirinininsinseissensenssecsessssssessssssssssssassssssssssssse ix
KATAPENGANTAR.....cuiiiiiiinninensessissisnincnessssissessesssssssssssssssssesesssssssssssssssses XV
DAFTAR ISL.uiiiiiiiriniiiineiicinsisscssisssssessssessessessessessssssssssesssesssssssssssasssesees xvii
BAB I PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH ....uoeevininiisinnneinssinsesesscsnsssssssssssssssssssenns 1
B. RUMUSAN MASALAH....ccoiiinninennisnisnnseisansicsessessessesssssssessessessessssssssssssssssanns 5
C.TUJUAN PENELITIAN DAM KEGUNAAN PENELITIAN.......ccccceeeuceucees 5
D. TELAAH PUSTAKA ...ucotirististinntiesesississsssississssssssssssssssssssssssssssessessssenss 6
E. KERANGKA TEORI. e 12
1. Negara Hukum Dan Perlindungan Hukum ................ccooeeiiviiniiniinie e, 12
2. Demokrasi Dan Kebebasan Berpendapat..............ccceovevirieneniniieneniecieneeeene 14
3. Kebebasan Berpendapat Dalam ISIam .........cccooeiiiiininiiiininiinenccccee 18
F. METODE PENELITIAN .. cooes Y ................... 22
G.SISTEMATIKA PENULISAN ....ovninininnsinsnnsensessessessesssseessssessessesesessesees 24

BAB 1II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP NEGARA HUKUM
DEMOKRASI, PENGHINAAN PRESIDEN DAN SIYASAH
DUSTURIYAH

A. Konsep Negara Hukum Demokrasi .........ccecveeeuieriienieiienie e 26
B. Penghinaan Presiden Dan/Atau Wakil Presdien ............coccovevivvienenieeriienennene 39
C. Siyasah DUSTUITYAN .......ccoiiirieiiiiiieiie ettt seeeee e e e 49

BAB III TINJAUAN UMUM PASAL 218 DAN DATA KASUS PENGHINAAN
TERHADAP PRESIDEN

A. Unsur- Unsur Penghinaan Presiden ............ccccovvviviiieinie e 61
B. Analisis Pasal Penghinaan Presiden Dalam UU No 1 Tahun 2023 .................... 66
C. Analisis Kasus Penghinaan Preisden ..........ccocoveeiieiiieiiniienieieee e 72



BAB IV ANALISA IMPLIKASI PENGHINAAN PRESIDEN DAN TINJAUAN
SIYASAH DUSTURIYAH PASAL PENGHINAAN PRESDIEN/ WAKIL
PRESIDEN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT

A. Analisa Implikasi Perbuatan Penghinaan Presiden/Wakil Presiden ................... 80

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Pasal Penghinaan Presdien/ Wakil Presiden
Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat ..........ccceccveviieeiieiiecieiieieeeee e, 86

BAB V PENUTUP

AL KESIMPULAN...ciiiuiierenrensessesnsseesessessessessessssasssssessasssssssssssssesssssssssssssssssses 101

B. SARAN ...uuiitiitinnestesinissinsessessississessessssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssss 102

DAFTRAR ISI

LAMPIRAN

Xviil



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal Penghinaan Presiden di Indonesia berasal dari masa penjajahan
Belanda. Pada masa itu pasal serupa terdapat dalam KUHP Belanda yang
diberlakukan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pasal ini tetap dipertahankan
dan dianggap sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kehormatan dan
martabat Presiden sebagai pemimpin negara, selama masa Orde Baru di Indonesia
Pasal Penghinaan Presiden digunakan secara luas untuk membungkam kritik dan
oposisi politik terhadap pemerintah. Banyak tokoh oposisi dan aktivis hak asasi
manusia dijatuhi hukuman berat dan dipenjara dengan tuduhan penghinaan
Presiden. Namun setelah Reformasi Pasal Penghinaan Presiden menjadi
kontroversial dan dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berbicara dan
hak asasi manusia.

Beberapa pihak berpendapat bahwa Pasal Penghinaan Presiden harus
dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.!
Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia melakukan perubahan pada KUHP termasuk
pada Pasal Penghinaan Presiden. Dalam perubahan ini pidana penjara maksimum
diturunkan dari 7 tahun menjadi 5 tahun dan hukuman pidana hanya dapat diberikan

jika pernyataan atau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dimaksudkan

! Herman Katimin,“Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan
Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat,”Jurnal llmiah Galuh Justisi
(Vol 8 No. 1 2020).



untuk menghina Presiden atau Wakil Presiden.?

Meskipun demikian Pasal
Penghinaan Presiden masih menjadi kontroversial di Indonesia dan banyak pihak
yang masih menuntut agar pasal ini dihapuskan karena dianggap bertentangan
dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara.

Penerapan pasal penghinaan presiden di Indonesia telah menuai kontroversi
karena dinilai dapat menghambat kebebasan berekspresi. Beberapa kasus di mana
pasal ini diterapkan terkadang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh
pemerintah atau aparat penegak hukum. Selain itu juga pasal penghinaan presiden
juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak atas kebebasan
berpendapat. Pasal ini juga dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk
membungkam kritik terhadap pemerintah. Beberapa kalangan telah meminta agar
pasal ini direvisi atau bahkan dihapuskan. Namun pemerintah Indonesia sendiri
berargumen bahwa pasal penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga
kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Proses revisi
pasal ini masih terus berlangsung di Indonesia.’

Pasal penghinaan presiden ini akhirnya disahkan pada tanggal 2 Januari
2023 dan termaksud dalam Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa

setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat

diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

2 Nuzul Shinta Nur Rahmasari,“Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan
Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,”Mimbar
Keadilan (Vol 15 No. 1 2022).

3 Butje Tampi,“Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan
Wakil Presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang,”Jurnal Illmu Hukum (Vol 3. No. 9 2016).



Namun sebelumnya pasal ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena
dianggap dapat menghambat kritik terhadap pemerintah dan tidak konstitusional.
Pasal ini kemudian dimasukkan kembali dalam RKUHP dengan syarat harus ada
pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pemerintah Indonesia telah
melakukan roadshow di seluruh negeri untuk membahas RKUHP dan mendapat
tanggapan positif dari masyarakat.

Kritik untuk kepentingan publik atau dalam bentuk pembelaan diri tidak
termasuk dalam pasal ini dan masih diizinkan sebagai bagian dari kebebasan
berekspresi dalam negara demokratis.* Pasal 218 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini menuai
banyak kontroversi. Beberapa kalangan menganggap bahwa pasal ini dapat
mengekang kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia khususnya jika digunakan
untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Namun beberapa pihak berpendapat
bahwa pasal ini perlu untuk menjaga kehormatan dan martabat kepala negara dan
kepala pemerintahan asing yang berkunjung ke Indonesia.’

Menekankan nilai orisinalitas dari penelitian ini penulis melakukan
penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama
antara lain. Penelitian tentang penyuluhan dan pemahaman hukum terhadap pasal

penghinaan Presiden dalam RKUHP dan perkembangannya yang bertujuan untuk

4 Wemby Adhiatma Satrio Prayogo.“Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat
Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam RKUHP,” Pandecta Research Law Journal (Vol 15. No.
2 2020).

5> Helmalia Cahyani et al., “Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP
Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia,” Journal of Law,
Administration, and Social Science (Vol 2. No. 2 2022).



mengetahui pemahaman hukum pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP dan
perkembangannya dalam hukum pidana.® telaah pasal penghinaan terhadap
Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang membahas terkait putusan
Mahkamah Konstitusi dan putusannya terkait pasal penghinaan presiden.” upaya
pengaturan kembali delik penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia dikaitkan
dengan sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan untuk mengetahui sejarah
perkembangan delik penghinaan Presiden di Indonesia dan relevansi delik
penghinaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.®

Penelitian yang berjudul “analisa studi pasal 218 Undang-Undang No 1
Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Siyasah Dusturiyah” ini memiliki fokus
kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini
membahas terkait konsep negara demokrasi, penegakan hukum atas penghinaan
Presiden dan pasal penghinaan presiden dalam bingkai negara demokrasi.

Pasal penghinaan presiden atau penguasa negara telah menjadi sumber
perdebatan di banyak negara. Bagi pihak yang sepakat dengan adanya pasal ini
beranggapan bahwa pasal ini dapat memastikan bahwa kepala negara atau penguasa
negara dihormati dan tidak dihina oleh masyarakat, serta dapat membantu

melindungi integritas dan reputasi negara serta pemerintah. Pihak yang tidak

¢ Ayu Efritadewi et al.,“Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Penghinaan
Presiden Dalam RKUHP Dan Perkembangannya,” Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Vol 2
No. 2 2022).

7 Fernando, Pujiyono, and Rochaeti, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan
Wakil Presiden Di Indonesia.”

8 Tiffani Rimandita,“Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden Dalam
RKUHP Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil,”Jurnal Supremasi (Vol 12.
No. 013 2022).



menyetujui adanya pasal penghinaan presiden beranggapan bahwa pasal ini dapat

digunakan untuk membungkam kebebasan bersuara dan berekspresi masyarakat,

serta dapat dipolitisasi sebagai alat untuk menekan lawan politik. Sebagai negara
demokrasi, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan Pasal Penghinaan

Presiden tidak melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, serta tetap

menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam hukum.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka dalam hal ini

peneliti akan memfokuskan kajian ke dalam dua pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi penghinaan presiden Pasca UU No. 1 Tahun 2023
dalam KUHP?

2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terkait pasal penghinaan presiden
Pasca UU No. 1 Tahun 2023 dalam KUHP terhadap kebebasan
berpendapat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka

tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Untuk menganalisa implikasi perbuatan penghinaan presdien pasca UU No
1 Tahun 2023 KUHP.

b. Untuk menganalisa tinjauan siyasah dusturiyah berdasarkan pasal

penghinaan presiden di lihat dari perspektif kebebasan berpendapat.

2. Kegunaan Penelitian



Penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis mapun praktis, yaitu:
a. Manfaat Teoritis
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan
pengetahuan baru mengenai bagaimana sistem hukum penghinaan presiden
dalam perspektif kebebasan berpendapat dalam islam dengan tidak
mengesampingkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang penting bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia.
b. Manfaat Praktis
Pada awalnya tulisan ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi
saya dalam pengembangan keilmuan saya didalam bidang pembahasan yang
saya bahas ini. Selanjutnya Saya berharap penelitian ini dapat menjadi
sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para
mahasiswa, peneliti, dan individu-individu lain yang akan meneliti tentang
hukum, khususnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini yakni
penegak hukum konsep penghinaan presiden Pasca UU No. 1 Tahun 2023
dalam KUHP dilihat dari perspektif hak kebebasan berpendapat dalam Islam.
D. Telaah Pustaka
Menentukan signifikansi dan posisi kajian maka dalam hal ini peneliti
melakukan telaah pustaka sebagai metode kajian yang memaparkan hasil
penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain serta memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun telaah pustaka di
dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Mara Ongku dalam penelitiannya yang berjudul “HAM Tentang



Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945”. Dengan menggunakan metode
library research (studi kepustakaan). Hasil penelitian dari tesis ini bahwa
kebebasan berpendapat didalam Undang-undang dasar 1945 adalah hak untuk
berpendapat, menyatakan pikiran dan berserikat (pasal 28E, F), UU Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia (pasal 14, 23, 24 dan 25) dan Undang
Undang Nomor 9 tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat
merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh
negara.’

Kedua, Mikel Kelvin dengan judul “Pengaturan Kebebasan Berpendapat
Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di
Indonesia”. Dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa kebebasan berpendapat melalui
media digital telah diatur dalam instrument hukum internasional. Adapun
penerapan regulasi mengenai kebebasan berpendapat melalui media digital di
Indonesia telah dilakukan melalui ratifikasi ICCPR dan UU HAM No. 39 Tahun
1999 serta mengatur secara khusus informasi dan transaksi elektronik melalui UU
No. 11 tahun 2008.'°

Ketiga, Peirol Gerrard Notanubun dengan Judul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11

Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945”. Dalam

° Mara Ongku, “Ham dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945, Al Wasat, Jurnal
Tlmu Hukum, 2021. hlm 29.

10 Mikel Kelvin, “Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut
Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia”, Makassar, 2016. hlm 102.



fokus jurnalnya, dia menulis tentang kebebasan berbicara dan atau berpendapat
mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) guna melindungi penggunaan
teknologi informasi dan internet.'!

Keempat, Putu Eva Ditayani Antari dengan judul “Tinjauan Yuridis
Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia”. Membahas
mengenai larangan untuk menyebarkan muatan atau konten yang tergolong ujaran
kebencian dan penyebaran berita bohong, yang utamanya dapat merugikan orang
lain dan memecah belah bangsa.!> Perbedaan antara penelitian diatas dengan
penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus
membahas bagaimana Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada
Media Sosial di Indonesia Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu
kebebasan berpendapat ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

Kelima, Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias dengan judul
“Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap
Demonstran di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan tentang setiap orang bebas
untuk melakukan Demontrasi dan menyampaikan pendapat secara bebas dalam
lisan maupun lisan asalkan tetap dalam aturan. Dan kebebasan berpendapat di

muka umum pun juga sudah dilindungi dalam UU No. 9 Tahun 1998.1

1 Peirol Gerrard Notanubbun “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam
Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam HUbungan Dengan Pasal
28 UUD 1945”. Jurnal Fakultas Hukum Untag Surabaya.

12 Putu Eva Ditayani Antari “Tinjauan Yuridis Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial
di Indonesia”. Jurnal Hukum Undiknas (Vol 4 No 1. 2017).

13 Amira Rahma Sabela, Dina Wahyu Pritaningtias “Kajian Freedom Of Speech and
Expression dalam Perlindungan Hukum Terhadap Demonstran di Indonesia” Lex Scientia Law
Review. Volume 1 No. 1, November, hlm. 81-92.



Keenam, Mohid Sabri Bin Mamat, dengan judul “Kebebasan Berpendapat
Dalam Hukum Indonesia dan Malaysia Analisi Hukum Positif dan Hukum Islam.
Dalam fokus tesis nya, dia menulis tentang adanya perbedaan antara kedua

konstitusi kedua negara ini secara fungsional. '*

Perbedaan antara penelitian diatas
dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada penelitian diatas lebih
fokus membahas bagaimana Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia
dan Malaysia Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu kebebasan
berpendapat ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

Ketujuh, Eka Sandi Selfia Sari, dengan judul “Kebebasan Berpendapat
berdasarkan atas Undang-undang Nomor 09 tahun 1998 tentang Kebebasan
Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi
Manusia”. Dalam tesisnya, membahas mengenai keseruan undang-undang nomor
9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dengan
hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila dalam UU nomor
9 tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum belum
dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang di miliki oleh
seseorang dalam pemenuhan hak sosial dan politik. '

Kedelapan, Adhya Satya Lambang B, dengan judul “Kebijakan Tindak

Pidana Penghinaan Terhadap Presiden”. Fokus penelitian ini pada penelitian

14 Mohid Sabri Bin Mamat “Kebebasan Berpendapat Dalam Hukum Indonesia dan
Malaysia (Analisi Hukum Postif dan Hukum Islam)”. Tesis Fakutlas Syariah UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta. 2012.

15 Eka Sandi Selfia “Kebebasan Berpendapat Berdasar Atas Undang-Undang No. 9 Tahun
1998 Tentang Kebebasan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum Ditinjau dari Perspektif Hak
Asasi Manusia”. Universitas 17 Agustus, Surabaya. 2012.
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tersebut adalah tentang peninjauan kembali putusan Mahkamah Konstitusi terkait
dengan konstitusi KUHP sebagai kesatuan sistem hukum pidana nasional.'®
Pembahasan terfokus kepada bagaimana putusan MK yang membatalkan pasal
terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dalam pembahasannya
peneliti menganalisis dan mengkomparasikan mengenai pasal penghinaan
terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diperlukan dibeberapa negara.

Kesembilan, Zico Junius Fernando, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, dengan
judul “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di
Indonesia” Hasil penelitian yaitu pengaturan terhadap penghinaan Presiden dan
Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP Pasal (217),
Pasal (218) dan Pasal (219) serta Pasal (220). Di sini Mahkamah Konstitusi telah
gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan
berpendapat yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, telah melahirkan
pendekatan sangat liberal terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat.
Kekeliruan yang terlihat seperti Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor (013-022/PUU-IV/2006) mengabaikan bahwa seharusnya
kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib
dilindungi melalui ketentuan peraturan perundang- undangan.'’

Kesepuluh, Butje Tampi, dengan judul “Kontroversi Pencantuman Pasal

16 Adhya Satya Lambang B “Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden”.
Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2009.
http://eprints.undip.ac.id/16144/ diakses pada 2 Januari 2021.

17 Zico Junius Fernando, “Study On The Article Concerning Contempt Against President
And Vice President In” (Vol 11, No. 13 2022).
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Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhpidana Yang
Akan Datang” Hasil penelitian dari RKUHPidana memuat banyak Pasal (766) dan
terdapat beberapa Pasal krusial yang menimbulkan polemik dalam masyarakat
diantaranya Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres. Beberapa pihak setuju
Pasal tersebut dicantumkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam RKUHPidana
karena Presiden dan Wapres sebagai simbol Negara harus dilindungi, terlebih
ketentuan tersebut berlaku universal. Sementara pihak yang tidak setuju, khawatir
Pasal tersebut dapat melanggar HAM untuk berekspresi dan mengeluarkan
pendapat dan Pasal serupa dalam KUHPidana telah dicabut oleh Mahkamah
Konstitusi (MK).!®

Kesebelas, Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo, dengan judul
“Formulasi Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dan Wakil
Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” Hasil penelitian dari
Formulasi ketentuan mengenai penghinaan atau penyerangan terhadap Presiden
dan Wakil Presiden yang menjadi salah satu ketentuan dalam Rancangan Undang-
Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor (013-022/PUUIV/2006), yang didalamnya memuat
beberapa poin pertimbangan dari para saksi ahli dan para Hakim Konstitusi yang
menurut Penulis harus dijadikan bahan rujukan dalam memutuskan perlu atau
tidaknya pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden

tersebut, dalam hal ini Penulis berpendapat untuk tidak lagi menggunakan Pasal

18 Butje Tampi, “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan
Wakil Presiden Dalam Kuhpidana Yang Akan Datang,” Jurnal Ilmu Hukum (Vol 3, No. 9 2016).
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yang sama atau serupa pemaknaanya dalam RKUHP."
Keduabelas, Ahmad Zaenal Fanani, dengan judul “Penghidupan Kembali

Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” Hasil dari penelitian ini di hidupkannya
kembali delik penghinaan presiden/wapres tidak memenuhi syarat untuk
dilaksanakan dan tidak tepat. Karena pertama, Putusan MK (No.013-022/PUU-
IV/2006) yang menjadi landasan hukum serta bersifat final and binding tidak
dipatuhi oleh pemerintah dan DPR. Kedua, tidak ada argumentasi yang sah atas
keselamatan publik, kebebasan, ketertiban umum serta moral publik jika
dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan presiden. Ketiga, terdapat hak-
hak yang termasuk ke dalam derogable right yang dapat dikurangi atau dibatasi
pemenuhannya oleh negara termasuk di dalamnya hak kebebasan berpendapat.
Dalam hal ini kebebasan berpendapat merupakan hak yang wajib dilindungi dan
juga dibatasi.?
E. Kerangka Teori
1. Negara Hukum dan Perlindungan Hukum

Untuk menjamin keadilan, kepastian dan ketertiban dalam kehidupan
bernegara Negara, negara hukum dan perlindungan hukum adalah dua pilar harus
melekat pada neagra tersebut, karena negara hokum akan menjelma menjadi wadah
dan perlindungan menjadi esensi dari wadah tersebut. Negara hokum atau

rechtsstaat (Belanda) dan rule of law (Inggris) merupakan konsep yang menyatakan

19 Yana Kusnadi Srijadi, “Formulasi Pasal Penyerangan Harkat Dan Martabat Presiden
Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” (Vol 21, No. 3 2022).

20 Ahmad Zaenal Fanani, “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim ", Artikel Ini Pernah
Dimuat Di Varia Peradilan No. 304, H 3 2011.
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bahwa segara bentuk tindakan pemerintah dan warga Negara harus berdasarkan
hokum, ini mengartikan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan sewenang-
wenang. Hal ini sejalan dengan gagasan Jimly Asshiedigie dan Moh. Mahfud MD
yang menyatakan bahwa konsepsi Negara hukum yang selalu dikaitkan dengan
konsep perlindungan hukum, sebab konsep-konsep tersebut tidak lepas dari
gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ada banyak konsep Negara hokum menurut para ahli, namun secara umum
Negara hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan tertib
social, konsep ini menjamin bahwa kekuasaan tidak dijalankan untuk menindas,
akan tetapi untuk melayani kepentingan seluruh rakyat berdasarkan aturan yang
telah disepakati. Konsep Negara hukum sangat menjunjungbtinggi nilai
kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara hal ini sejalan
dnegan materi muatan konstitusi yaitu UUD RI 1945 pasal 1 ayat (3) bahwa Negara
hadir uuntuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh stiap warga negaranya.

Perlindungan hukum dalam Negara hukum merupakan suatu esensi dari
Negara hukum itu sendiri, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
dan aparat penegak hukum tidak lain hanyalah untuk menjamin dam melindungi
hak-hak dan kepentingan, dan keamanan warga Negara dari tindakan sewenang-
wenang, baik dari pemerintah maupun dari sesama warga. Perlindungan hukum
memiliki karakteristik seperti adanya peraturan hukum, jaminan kepastian hukum,
sanksi hukum, dan akses terhadap keadilan. Selain itu perlindungan hukum ada dua
jenis yaitu perlindungan hukum preverentif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preverentif bertujuan untuk mencegah terjadinya
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pelanggaran hukum atau sengketa sebelum hal itu terjadi, artinya dilakukan
sebelum suatu masalah timbul, perlindungan hukum preverentif bersifat proaktif
dan antisipatif ada langkah-langkah yang dimabil untuk menciptakan kondisi
dimana pelanggaran hukum sulit untuk dilakukan, perlindungan hukum preverentif
diimplementasikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan,
sosialisasi, pengawasan, dan edukasi, regulasi ini akan menjadi rambu-rambu atau
batasan yang mesti dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum represif adalah penyelesaian sengketa atau masalah atas
suatu pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan ini bersifat reaktif artinya suatu
tindakan diambil sebagai respon atas pelanggaran yang telah muncul, perlindungan
hukum represif ini diimplementasikan melalui penegakan hukum di lemabag
peradilan, tujuannya dalah untuk memebrikan sanksi kepada pelaku, memulihkan
hak korban, dan memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali.

2. Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat

Demokrasi dan kebebasan berpendapat merupakan dua konsep yang sangat
erat kaitannya dan saling mendukung satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan
dalam sebuah negara yang menganut sistem negara hukum demokrasi.
Sederhananya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya ada
pada rakyat, sesuai dengan artinya demos yang berarti rakyat dan kratos berarti
kekuasaan. Dalam praktiknya demokrasi memiliki beberapa prinsip dasar yaitu,
kedaulatan rakyat, kesetaraan, partisipasi publik, supremasi hukum.

Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi suatu prinsip yang fundamental

dengan menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara berada di
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tangan rakyat, artinya rakyat merupakan sumber dari segala kekuasaan dan
pemerintahan yang sah, implementasi kedaulatan rakyat dam sistem demokrasi
tidak serta merta sama persis di setiap negara, akan tetapi pada umumnya bisa
dilihat melalui karakteristik dan mekanismenya. Dalam kedaulatan rakyat setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, tanpa
memandang suku, agama, ras atau golongan dan aktif ikut berpartisipasi dalam
politik, bukan hanya ikut dalam pesta pemilu, pun aktif dalam memberikan suara
dalam referendum atau plebisit, mengikuti unjuk rasa, menjadi anggota partai
politik, mengajdi anggota ORMAS atau LSM, serta menyampaikan kritik dan saran
atas kebijakn pemerintah melalui media dan forum publik.

Menyampaikan kritik dan saran atas kebijakan pemerintah di Indonesia saat
ini menurut tingkat presentase warga negara dalam mengemukakan pendapatnya
dan menurut apa yang sekarang ini terlihat bawasannya kebebasan di Indonesia
sudah dipandang cukup tinggi karena saat ini Indonesia merupakan negara yang
demokratis dalam segala bidang. Saat ini warga negara secara sah dapat
mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap
kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah beserta lembaga negara sehingga
kebijakan tersebut bisa di kontrol sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut
tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut. Akhir-akhir ini muncul
berbagai organisasi yang bergerak dalam kebebasan hak untuk berpendapat.

Organisasi yang ada hampir sebagian besar mempunyai tujuan untuk
sebagai sarana warga negara untuk menumpahkan segala pendapat dan usulan yang

nantinya organisasi tersebut menyampaikan atau memfasilitasi untuk bisa di dengar
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oleh para pembuat kebijakan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara saling
mengikat satu sama lain. Akan tetapi proses kebebasan berpendapat di Indonesia
tidak lepas dari adanya penyalahgunaan kebebasan berpendapat sehingga dapat
memicu perpecahan yang berkepanjangan. Adanya penyalahgunaan kebebasan
dalam berpendapat karena kurangnya kontrol. Tanpa kontrol yang jelas warga
negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang tidak
menguntungkan dirinya dan organisasinya akan ditentang dan dianggap kebijakan
yang tidak relevan menggunakan alasan kebebasan berpendapat.
Kebebasan yang melampaui batas tersebut dapat menimbulkan perpecahan
di negara ini. Hal ini berarti kebebasan berpendapat di Indonesia ada sebagian kecil
yang sudah melampaui batas dalam mengemukakan pendapat. Kemerdekaan
mengemukakan pendapat di muka umum harus berasaskan keseimbangan antara
hak dan kewajiban musyawarah dan mufakat kepastian hukum dan keadilan
proporsional bekerja dan mengeluarkan pendapat tidak untuk diri sendiri tetapi juga
untuk orang lain. Dalam al-Qur’an kata khalifah muncul sebanyak dua kali, di
antaranya adalah: (Al-Baqarah Ayat 30).%!
Ll i s 2y on e e SR (T 3 el ) A ot g 3
Osalad ¥ Lo aled ) JE=ell (a5 Slaeay whuiiad
Selain melarang menghina pemimpin Nabi Muhammad SAW juga
melarang umatnya memberontak kepada pemimpin. Meskipun pemimpin tersebut
dzalim dengan tujuan amar ma’ruf nahi mungkar sangat tidak diperbolehkan.

Karena hal itu akan menimbulkan perpecahan bahkan pertumpahan darah. Atas

21 Q.S al-Baqarah Ayat 30.
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dasar itulah jika kita sebagai pihak yang dipimpin kemudian berpaling dari
kepemimpinan mereka dengan cara menampakkan penolakan atau dengan cara
menghina mereka maka hal tersebut merupakan suatu hal yang diharamkan dalam

agama. Rasulullah SAW bersabda:

Alala die e | ad UL (g Ay Al ¢ aeald Lindi o yual (300 S (1

Ulama Ahlussunnah wal Jama’ah sepakat melarang kaum muslimin untuk
memberontak terhadap pemimpin apabila mereka melakukan hal-hal yang
menyimpang selama hal tersebut tidak termasuk amalan kufur.Hal ini sesuai dengan
perintah Rasulullah SAW tentang wajibnya taat kepada pemimpin dalam hal-hal
yang bukan maksiat dan selama belum tampak pada mereka kekafiran yang nyata
oleh karena itu Indonesia merupakan negara demokrasi negara yang kekuasaan
tertingginya dipegang oleh rakyat. Oleh karena itu kritikan serta saran rakyat
merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari negara yang bersistem
demokrasi ini. Semakin banyak kritikan dan saran yang membangun kepada
pemerintah maka tentu akan semakin cepat pula pemerintah dalam menangani dan
membenahi setiap kekurangan yang ada dalam internal pemerintah tersebut.

Masyarakat kita masih terdapat sebagian orang yang memberikan kritikan
mereka dengan bahasa yang kurang pantas. Tidak hanya itu sebagian dari mereka
juga menghina serta merendahkan langsung personal dari pemimpin negara.
Perbuatan semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan
Nabi pada hadis di atas. Lebih disayangkan lagi mereka pun juga mencatat hadis

Nabi sebagai pembenar atas hal yang selama ini mereka lakukan.
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3. Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Mengemukakan pendapat pada hakikatnya menyampaikan gagasan atau
pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Logis dalam arti bahwa pendapatnya itu
merupakan pendapat yang bisa diterima oleh nalar umum manusia. Pendapat-
pendapat yang diluar nalar tentu tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang murni.
Maksud dari konteks ialah pendapat tersebut memang terkait suatu sikap atau
pernyataan yang berhubungan dengan sesuatu yang memang layak berdasarkan
nalar.’> Oleh karena itu pendapat seseorang tidak sepenuhnya dalam kesadaran
psikologis tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang sesuai nalar dan tidak bisa
diterima karena ia terkadang tidak memahami konteks dari pembicaraan atau di luar
kesadaran dirinya.

Sejalan dengan ajaran Islam bahwa manusia diberikan akal untuk bisa
berpikir dan mengekpresikan hasil buah pemikirannya selagi tidak melanggar
syariat. Dalam pandangan Islam manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah
dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya adalah pendengaran, penglihatan, dan
akal.”* Akal adalah pembeda utama antara mahluk Allah dan akal inilah yang
memilki fungsi untuk menentukan arah tingkah laku seorang manusia termasuk
menyatakan pendapat. Maka kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat

merupakan penghargaan tinggi bagi kemuliaan manusia.>* Di Al-Quran terdapat

22 Lihat Adelbert Snijders, Manusia dan Kebenaran, (Yogyakarta: Kanisius, 2006). him
110.

B [bid. hlm 17.

24 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh al-Islam wa ‘Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu‘ashir, 1989)
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beberapa surat memerintahkan manusia untuk berpikir baik yang terkait dengan
makhluk hidup maupun yang terkait dengan penciptaan alam sebagai tanda-tanda
kekuasaan Allah.?

Adapun landasan normatif dari kebebasan berpendapat itu sering kali
dikaitkan dengan kebabasan berfikir dan saling menasihati. Asumsinya dengan
kebebasan berpikir maka seseorang bisa memiliki kebebasan ekspresi dari buah
pemikirannya baik berupa sikap maupun pendapat. Berpikir merupakan potensi dan
energi yang harus dibina pada diri manusia dan jelas bahwa tanpa adanya kebebasan
dalam berpikir maka peluang untuk maju dan menyempurnakan pendapat tidak
tersedia. Kebebasan mengeluarkan pendapat mengandung makna manusia wajib
menggunakan akal pikirannya secara bertanggung jawab. Oleh Sebab itu para
ulama menyebutkan bahwa salah satu dari tujuan syariat ialah untuk menjaga
akal.?®

Berkaitan dengan ini Al-Quran memerintahkan manusia agar menggunakan
akal pikirannya terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Sangat
banyak sekali ayat-ayat dalam al-Quran tentang kebebasan berfikir dan juga
memaksimalkan potensi melalui pemikiran.

Allah Ta’ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 28%’

O L Ball a i ¥ S G5 S Y1 & o Bl ot g Las

Menurut Hasyim Kamali salah satu cara untuk mempertahankan suatu

3 [bid. 22-25.
26 Abdurrahman Kasdi, Maqashid al-syariah dan Hak. him 253-257.

27Q.S an-Najm Ayat 28.
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kebenaran adalah pengakuan akan hak kebebasan berbicara. Dan juga Kebebasan
berpendapat untuk melengkapi martabat manusia. Karena itu martabat seseorang
akan rendah bila menolak kebebasan untuk memberikan pendapatnya dalam hal-
hal yang mereka anggap benar.?® Adapun kemerdekaan mengemukakan pendapat
berkaitan dengan saling menasihati sesama umat Islam. Nabi Muhammad berkata
bahwa Agama adalah Nasihat.® termasuk nasihat kepada pemimpin kaum
muslimin.

Dalam QS. Ali-Imran ayat 104°°

@ wsalial pa S 15 5Kl e (s s iyl (35 s0l s i) M ) g0 5 80l i (S0
Sabda Nabi Muhammad SAW “Jangan melarang seseorang memberikan hak
kepada manusia untuk mengatakan kebenaran jika dia mengetahuinya.” Dilihat dari
apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW terlihat bahwa Islam adalah agama
yang menjunjung tinggi mengemukakan pendapat. Dalam sejarah kebebasan
berpendapat ini telah diterapkan sejak masa Rasullullah dan juga masa Khulafah al-
Rasyidun. Kala itu masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya langsung kepada
penguasa yang memimpin. Bahkan tidak ada entervensi dalam praktik peradilan
yang dilangsungkan sehingga semua pihak bebas menyampaikan pendapat selagi
dapat dipertanggungjawabkan.

Pada zaman khalifah Umar bin Khattab ada seorang wanita yang

menyampaikan pendapat pada khalifah dengan menolak pendapat khalifah dan

28 Muhammad Hasyim Kamali, Kebebasan Berpendapat dalam Islam. hlm 24-25
2 Ibid.

30Q.S al-Imran Ayat 104.



21

Umar sang khalifah tidak melarang wanita tersebut berpendapat. Kritik yang
disampaikan itu tidak jauh dari fenomena modern ini dimana banyak orang
mengeluarkan pendapat kritik karena sentimentil. Kritik yang disampaikan
seringkali hanya karena ketidaksuakaan bukan sebuah kritik obyektif dengan nalar
yang dapat dipertanggungjawabkan. memaksakan pendapatnya dan bahkan
menggulingkan kekuasaan dengan beralaskan pada kebebasan berekspresi
termasuk dalam kebebasan berpendapat.’!

Sejarah juga membuktikan bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam itu
sangat terlihat sekali dalam kajian fikih dan tafsir. Perbedaan dalam kajian tafsir
dan fikih tak lain karena kebebasan berbikir yang diikuti dengan kebebasan
menyampaikan pendapat. Padahal sumber kajian yang dilakukan oleh para imam
mazhab sama Al-Quran dan Sunnah tetapi karena olah pikir dengan metode yang
berbeda maka menghasilkan pendapat yang berbeda pula. Hingga saat ini
perbedaan itu masih terasa dengan adanya aliran Sunni dan Syi’i atau aliran mazhab
dari Sunni yang terdiri dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hambaliyah.
Kebebasan berpikir yang dilakukan oleh para imam mazhab itu mengindikasikan
bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian anugerah bagi manusia yang
bersifat universal.

Berdasarkan argumen normatif maupun  historis kemerdekaan
mengemukakan pendapat dalam konteks negara hukum dan sesuai dengan norma
Islam adalah kebebasan yang diberikan kepada manusia baik secara perorangan

maupun berkelompok untuk mengeluarkan pikiran atau pendapatnya melalui lisan,

31 Wahbah az-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam, 123
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tulisan dan sebagainya namun hak kebebasan tersebut harus memegang prinsip
bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hak mengemukakan pendapat ini termasuk dalam bidang hak asasi pribadi
jadi sering salah pemahaman bahwa demi melindungi haknya seseorang
beranggapan bahwa dirinya dapat melanggar hak orang lain secara sengaja.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Model penelitian yang peneliti gunakan dalam hal ini termasuk ke dalam
jenis penelitian pustaka (library research), yaitu sebuah penelitian yang
mendasarkan pada analisa dari berbagai sumber, baik berupa buku-buku hukum,
tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya, dimana penelitian ini
memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam
penelitian hukum, penelitian Pustaka ini merupakan penelitian yang umum
digunakan didalamnya dan dinamakan dengan penelitian normatif. Penelitian
hukum normatif adalah penelitian yang berbasis kepustakaan yang fokus

analisisnya pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah Deskriptif-
Analisis yaitu jenis penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan problem solving
mengenai apa yang harus digunakan guna mengatasi suatu masalah tertentu. Sifat
deskriptif digunakan dalam hal ini terkait dengan persoalan mengenai regulasi
konsep implikasi pasal penghinaan presiden pasca undang-undang nomor 1 tahun

2023 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi asas umum.
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Di lain sisi, sifat analisis disebabkan penelitian ini berusaha memaparkan dan
menganalisis penghinaan presiden di dalam KUHP serta bagaimana apabila di
lihat dari perspektif kebebasan berpendapat dalam islam sebagai konstruksi alat
analisis.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif meliputi pendekatan perundang-undangan,
pendekatan filosofis, dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut berusaha
melihat persoalan hukum dari sisi normatifnya dengan demikian terdapat beberapa
pendekatan yang peneliti gunakan. Kemudian peneliti juga menggunakan
pendekatan kebebasan berpendapat untuk menggambarkan konsep terkait
penghinaan presiden.>?
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan
melakukan kajian legal research dalam bentuk penelitian kepustakaan (library
resarch), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa
ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan
UU terkait.
5. Sumber Data

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui

penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang terbagi ke dalam dua klasifikasi yaitu

32 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.
Jakarta: Kencana, 2016. him 131.
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bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari
ketentuan Undang-Undang seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, karya ilmiah berupa artikel jurnal
ataupun hasil penelitian, serta sumber-sumber kepustakaan lainnya yang
dapat mendukung proses analisis di dalam penelitian ini.*?
6. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap
problematika hukum di dalam KUHP mengenai ketentuan implikasi pasal
penghinaan presiden pasca undang-undang nomor 1 tahun 2023 berdasarkan teori
dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini.**
G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan

yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:
Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang rencana
penelitian yang berisi sub-sub seperti latar belakang masalah yang mendasari

rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

3 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum ”, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
hlm 25.

3% Ibid., hlm 29.
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kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian sampai

sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam materi muatan isi bab ini akan membahas tinjauan umum
tentang bagaimana kebebasan berpendapat dalam konsep negara hukum demokrasi,
bagimana defenisi dari penghinaan serta bagaimana apabila penghinaan presiden
terjadi dalam sebuah Negara, selain itu siyasah dusturiyah dalam hal ini akan
meilhat bagaimana posisi kepala Negara dalam islam dan bagaimana perlindungan

terhadap kepala Negara dalam islam.

Bab ketiga adalah bagian pembahasan mendalam dan detail terkait pasal
penghinaan presdien yang terdapat dalam KUHP Undang-Undang No 1 Tahun
2023 pasal 218 secara yuridis, selain itu dalam bab ini juga akan menguraikan
beberapa kasus penghinaan presiden sebagai data bukti terkait penghinaan presdien
yang pernah terjadi di Indonesia

Bab keempat adalah bagian dari analisis data serta menjadi jawaban dari
rumusan masalah yang telah ditetapkan mengenai Analisa implikasi studi pasal
218 penghinaan presiden serta tinjauan dari siyasah dusturiyah terkait pasal
penghinaan presiden/ wakil presiden terhadap kebebasan berpendapat.

Bab kelima adalah bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian
akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, yang mana di dalamnya
berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran

yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.
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BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan, maka penulis ingin menyampaikan
rekomendasi yang dikemas dalam beberapa pendapat penulis dengan meliaht
relaitas mengenai penghinaan presiden dan/atau wakil presiden.

1. Isu ini pada dasarnya tarik-menari antara dua nilai fundamental yaitu kebutuhan
untuk menjaga martabat kepala negara sebagai simbol bangsa dan hak warga
negara untuk mengkritik pemerintah secara bebas sebagai wujud sistem negara
hukum demokrasi. Secara keseluruhan analisa ini menunjukkan bahwa
perbuatan penghinaan presdien menimbulkan implikasi dari perbuatan tersebut
yaitu. Implikasi hukum, implikasi ini menimbulkan adanya berupa kewajiban
baru, sanksi, atau perubahan pada norma hukum yang baru. Implikasi politik
perbuatan penghinan presiden dapat secara langsung mengikis wibawa dan
ligitimasi pemerintah di mata public, yang dimana ini akan berpotensi
menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Negara dan
pemimpinnya, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik.
Implikasi sosial perbuatan penghinaan terhadap presiden melibatkan sentiment
suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ketegangan social dapat
meningkat, hal ini berpotensi memicu konflik dan perpecahan di tengah
masyarakat, selain itu hal ini juga akan memicu erosi nilai kesopanan,
penyebaran penghinaan, terutama melalui media social yang memicu dapat

menormalisasi perilaku tidak sopan dan ujaran kebencian, yang akan mengikis
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nilai-nilai toleransi dan saling menghormati yang seharusnya dijunjung tinggi
dalam masyarakat.

2. Dalam tinjauan siyasah dusturiyah kebebasan berpendapat (Hurriyyah Ra’yi),
kemaslahatan umum (al-maslahah al Ammah) dan kehormatan pemimpin (Izza
al-Wali) dijamin dalam syariat islam. Pasal perbuatan penghinaan
presiden/wakil presdien dapat dibenarkan jika tujuannya adalah untuk
melindungi kehormatan lembaga kepresidenan sebagai simbol negara dan
stabilitas politik, bukan untuk melindugi individu presdien/wakil presdien dari
kritik. Kebebasan berpendapat tetap menjadi prinsip uatama, namun harus
diimbangi dengan tanggungjawab untuk menjaga kemaslahatan umum dan
ketertiban sosial.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa
saran setelah melakukan kajian terhadap penelitian ini yaitu;

1. Pembuat hukum dalam hal ini disarankan untuk lebih rinci mendefenisikan
“menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” terkait batas antara kritik dan
penghinaan dan memberikan contoh spesifik tentang apa yang dimaksud dengan
kategori penghinaan serta mengatur lebih lanjut unsur kritik yang membangun
dalam pasal 218 KUHP baru, meskipun telah menyebutkan pengecualian untuk
kritik yang membangun, namun dalam hal ini perlu memberikan pedoman lebih
konkret terkait pedoman dan teknis tentang kritik yang membangun seperti kritik
yang disertai dengan data atau argumen yang logis.

2. Penegak hukum terutama hakim dalam hal ini harus mengedepankan
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kontekstualisasi dan niat kritik yang kasar yang ditujukan untuk menyampaikan
kritik ketidaksetujuan atas kebijakan dengan serangan personal yang murni
bertujuan untuk merendahkan martabat presiden dan juga memastikan proses
hukum yang transparan, serta menggunakan pendekatan restoratif karena tidak
semua kasus penghinaan berakhir dengan hukuman pidana.

. Penulis memberikan saran kepada pemerintah dan penegak hukum untuk
memberikan edukasi melalui sosialisasi secara tegas dan jelas memuat batasan
antara kritik dan juga penghinaan, pada pencemaran nama baik menyangkut
martabat presdien dan mempertimbangka penyelesaian melalui jalur hukum
perdata yang akan memberikan kesempatan kepada presiden untuk membela diri

tanpa menekan kebebasan berpendapat publik.
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